Musrenbang Sulawesi Tengah Sebagai Wadah Jaring Aspirasi 

JAKARTA – Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2016-2012 pada Rabu, (15/11/2016) yang dilaksanakan di ruang rapat Bappeda provinsi Sulawesi Tengah. 

Musrenbang tersebut dipimpin tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longki L. Djanggola serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Muhammad Hudori dan Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Oktorialdi. Selain itu, rapat juga diikuti oleh Ketua DPRD provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Tengah, jajaran Kepala Dinas provinsi Sulawesi Tengah, serta Forkopimda provinsi Sulawesi Tengah. 
Pada pembukaan Musrenbang, Gubernur Sulawesi Tengah, Longki L. Djanggola mengatakan Musrenbang RPJMD provinsi Sulteng tahun 2016-2021 prioritas pada lima serangkaian misi. Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai kepala daerah terpilih wajib menyusun Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode lima tahun ke depan. 
Penyusunan RPJMD sudah berlangsung sejak Juli 2016 dan telah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2008 tentang Tahapan. “Musrembang ini dilaksanakan untuk melaksanakan serangkaian misi pembangunan seperti melanjutkan reformasi birokrasi, mendukung penegakan supermasi hukum dan HAM, meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung kemandirian energi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan pengelolaan pemberdayaan agribisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan yang sejajar dengan provinsi maju di kawasan timur Indonesia,” papar Gubernur Sulteng.
Lebih lanjut, beliau juga mengatakan bahwa permasalahan pembangunan yang perlu mendapat perhatian tahun 2016-2021 yaitu dengan memperhatikan indeks capaian pembangunan nasional. “Sulteng masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni 68,90 poin. Sulteng baru mencapai 66,43 poin. Oleh sebab itu, saya mengharapkan peran aktif para peserta, utamanya Bupati dan Walikota agar dapat menindaklanjuti kesepakatan hasil- hasil pertemuan Musrenbang ini dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan mendasar  dalam rangka menyusun RPJMD kabupaten/kota,” imbuh beliau. 
Sementara itu, Direktur PEIPD, Muhammad Hudori mengatakan bahwa forum Musrenbang RPJMD 2016-2021 memiliki arti penting karena menjadi wahana antara pemangku kepentingan guna menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rencana RPJMD yang meliputi, 1) penajaman sasaran pembangunan jangka menengah daerah; 2) penajaman capaian indikator kinerja daerah pada saat ini dan pada saat akhir periode RPJMD; 3) penajaman indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan; 4) klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah; serta 5) membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah. [Fajar Tejo Nuswantoro/Mahfud Achyar]
